
 
 

 
 

 
BUPATI LOMBOK TENGAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH 
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

NOMOR  6  TAHUN 2025 
 

TENTANG 
  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LOMBOK TENGAH, 
 

Menimbang  :: : 
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 315 ayat (5) 

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -
Undang, dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;  

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan 
dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

yang telah disepakati bersama antara Pemerintah 
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2026; 

 

Mengingat 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang     Nomor    59     Tahun     2024    

tentang    Rencana Pembangunan    Jangka     Panjang    
Nasional    Tahun     2025-2045 (Lembaran   Negara   
Republik   Indonesia   Tahun    2024   Nomor   194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6987) 

6. Undang-Undang Nomor  83  Tahun 2024  tentang 
Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024  Nomor 269,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 7020); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan   Pemerintah  Nomor    18   Tahun  2016  
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor  114, 

Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor  5887) sebagaimana  telah   diubah beberapa  
kali   terakhir  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor  
72 Tahun 2019  tentang Perubahan Atas  Peraturan 
Pemerintah   Nomor     18    Tahun    2016   tentang  
Perangkat  Daerah (Lembaran   Negara    Republik  
Indonesia  Tahun   2019  Nomor    187, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6847) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Dana Transfer (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Tertib Administ rasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2020 Nomor 1777); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 
1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 
2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah  (Berita  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun 2021 Nomor 431); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan 
Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang 
Ditentukan Penggunaanya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana 
Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 630; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 727) 

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 
Tengah Tahun 2022 Nomor 4); 

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3); 

24. Peraturan     Daerah    Nomor     24     tahun   2024     

tentang   Rencana Pembangunan  Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten  Lombok  Tengah Tahun   2025-
2045  (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Lombok  
Tengah Tahun  2024 Nomor 24); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
 

dan 
 

BUPATI LOMBOK TENGAH 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN 
ANGGARAN 2026 

  

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah 
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah 

6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBD. 

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dmaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

 
Pasal 2 

 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 

2.532.105.897.327,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan 
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan   Rp.  2.491.105.897.327,00 

b. Belanja   Rp.  2.482.925.199.987,00 

  Surplus / (Defisit) 
Rp.        8.180.697.340,00 
 

c. Pembiayaan    

 1.  Penerimaan   Rp.       41.000.000.000,00                                                    
 2. Pengeluaran   Rp.       49.180.697.340,00 

  Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.       (8.180.697.340,00) 

  
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
berkenaan Rp.                             0,00                   

 



 
Pasal 3 

 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.491.105.897.327,00 (Dua triliun 

empat ratus empat ratus sembilan puluh satu miliar seratus lima juta delapan 
ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang 
bersumber dari : 
 

a. Pendapatan asli daerah;    
b. Pendapatan transfer; dan    
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.    

    
 

Pasal 4 
 
(1) Pendapatan Asli  Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 534.726.579.000,00 (lima ratus tiga puluh empat 
miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu  
rupiah), yang terdiri dari : 

 

 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 320.329.166.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar tiga ratus dua 
puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 21.186.672.000,00 (Dua puluh satu miliar  seratus delapan 
puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu    rupiah). 

(4) Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.197.306.000,00 
(Tiga belas miliar seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu 
rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 180.013.435.000,00 (Seratus delapan 
puluh miliar tiga belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 

 
 

Pasal 5 
 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf  b  
direncanakan  sebesar  Rp. 1.929.752.796.327,00 (satu triliun sembilan ratus 

dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus 
sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang  terdiri 
atas :  
 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

 

 (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.809.970.422.000,00 (Satu triliun 
delapan ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus 
dua puluh dua ribu  rupiah). 

 

 

 a. Pajak daerah     
 b. Retribusi daerah     
 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan     
 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.     



(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.782.374.327,00 (Seratus sembilan 
belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat 
ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). 

 
Pasal 6 

 
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.626.522.000,00 (Dua puluh enam 
miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu 
rupiah) yang terdiri atas;  
 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 302.000.000,00 (Tiga ratus dua juta rupiah). 

 
(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 26.324.522.000,00 (Dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh 
empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). 

 
 

Pasal 7 
 

Anggaran  belanja  daerah  Tahun  Anggaran   2026    direncanakan       sebesar  
Rp. 2.482.925.199.987,00  (Dua triliun empat ratus delapan puluh dua miliar 
sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu 
sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja operasi; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja Transfer. 

 
Pasal 8 

 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 2.036.561.146.779,50 (Dua triliun tiga puluh 
enam miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu 
tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma lima puluh sen), yang terdiri 

atas 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja hibah; dan 
e. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 1.314.442.842.625,73 (Satu triliun tiga ratus empat belas miliar 
empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam 
ratus dua puluh lima rupiah koma tujuh puluh tiga sen) 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 660.220.257.411,77 (Enam ratus enam puluh tiga 
miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus 
sebelas rupiah koma tujuh puluh tujuh sen). 

 a. Pendapatan hibah; dan    
 b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
  

    



(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 7.581.838.240,00 (Tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu 
juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh  rupiah). 

 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 54.316.208.502,00 (Lima puluh empat miliar tiga ratus enam 
belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua rupiah). 

 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 00,00 (rupiah). 

 

 

Pasal 9 
 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf  b  
direncanakan  sebesar Rp. 115.701.142.780,50 (Seratus lima belas miliar 
tujuh ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh 
rupiah koma  lima puluh sen),  yang  terdiri atas:   
a. Belanja modal tanah;  
b. Belanja modal peralatan dan mesin;     
c. Belanja modal gedung dan bangunan;      
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. Belanja modal aset lainnya. 

 
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 4.933.824.340,00 (Empat miliar sembilan ratus 
tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat 
puluh rupiah 

(3) Belanja modal peralatan  dan  mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.079.566.885,00 (Empat puluh lima 
miliar  tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan 
ratus delapan puluh lima rupiah). 

 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.452.983.601,50 (Tiga puluh empat 
miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga 
ribu enam ratus satu rupiah koma lima puluh sen). 

 

(5) Belanja  modal  jalan,  jaringan,  dan  irigasi  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.289.230.530,00 (Enam belas 
miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima 
ratus tiga puluh rupiah). 

 
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  

e direncanakan sebesar Rp. 13.923.412.939,00 (Tiga belas miliar sembilan 
ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga 
puluh sembilan rupiah). 

 
(7) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 1.022.124.485,00 (Satu miliar  dua puluh dua juta 
seratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) 
 

 
Pasal 10 

    

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua  miliar lima ratus juta 
rupiah). 



 
Pasal 11 

 
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 328.162.910.427,00 (Tiga ratus dua puluh 
delapan miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu 
empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 

 
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 33.472.837.000,00 (Tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh 
puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). 

 
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp294.690.073.427,00 (Dua ratus sembilan puluh 
empat miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh tiga ribu empat 
ratus dua puluh tujuh rupiah) 

  
 

Pasal 12 
 
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar  

Rp. (8.180.697.340,00) (Delapan miliar seratus delapan puluh juta enam ratus 
sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh  rupiah), yang terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

 
 

Pasal 13 
 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.000.000.000,00 (Empat [uluh satu milyar 
rupiah) yang terdiri dari sisa lebih peritungan anggaran tahun sebelumnya 
sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar rupiah) dan penerimaan 
pembiayaan utang daerah sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (Delapan belas milyar 
rupiah) 
 

Pasal 14 
 

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.180.697.340,00 (Empat puluh sembilan 
miliar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus 

empat puluh rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang 
jatuh tempo. 

  
Pasal 15 
 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 8.180.697.339,62 
(Delapan milyar seratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh tujuh 
ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah koma enam dua sen). 

 

(2) Pembiayaan  netto  yang  merupakan  selisih  penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar                                     
Rp.-8.180.697.339,62 (Delapan milyar seratus delapan puluh juta enam ratus 
sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam dua 
sen). 



 
Pasal 16 
 

(1) Dalam  keadaan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan  
daerah  ini,  yang  selanjutnya  dimasukan dalam perubahan  anggaran  
pendapatan  dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 
2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan 
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, 
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran. 
 

(2) Keadaan  darurat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi: 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. Kerusakan  sarana/prasarana  yang  dapat  mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 
 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: 
a. Kebutuhan   daerah   dalam   rangka   pelayanan   dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 
 
Pasal 17 

 
Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana   dimaksud   dalam   pasal   2,   
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini terdiri dari : 
 
1. Lampiran l Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut  

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

2. Lampiran ll Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran lll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

4. Lampiran lV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Beserta Hasil 
Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten 
Lombok Tengah; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran Vl Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM 
7. Lampiran Vll Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan 

Rancangan APBD; 
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